
 

PERAN MEDIATOR NON HAKIM  DI BADAN PENASEHATAN 

PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)   

DALAM MENGATASI KASUS PERCERAIAN  

DI WILAYAH PROVINSI RIAU DI TINJAU  

MENURUT  HUKUM ISLAM 

 

SKRIPSI 
 

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) 

 

 

   

 

Oleh : 
 

DINA MULYANA 

NIM. 11621201068 

 

PROGRAM S1 

JURUSAN HUKUM KELUARGA  

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 

PEKANBARU 

2023 M/1444 H 



  



  



  



 

i 

       ABSTRAK 

Dina Mulyana, (2023) : Peran Mediator Non Hakim  di Badan Penasehatan 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam 

Mengatasi Kasus Perceraian di Wilayah Provinsi 

Riau Ditinjau menurut Hukum Islam 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis mengenai peran 

mediator non hakim di BP4 Propinsi dalam  mengatasi konflik internal Rumah Tangga di 

wilayah Propinsi Riau. Penulis mengamati banyaknya kasus perceraian di Provinsi Riau 

dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Hal ini terjadi karena masih banyaknya 

masyarakat Provinsi Riau tidak mengetahui keberadaan BP4 sehingga apabila 

mengalami percekcokan, mereka tidak ke BP4 untuk mengkonsultasikannya tetapi 

langsung ke Pengadilan Agama untuk mengajukan perceraian.  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran mediator non 

hakim di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam 

mengatasi kasus perceraian di Provinsi Riau dan untuk mengetahui tinjauan 

hukum Islam terhadap peran mediator non hakim di Badan Penasehatan 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi kasus tingkat 

perceraian di Provinsi Riau. 

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Badan  Penasehatan 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Provinsi Riau. Subjek penelitian ini 

adalah Kepala Sekretariat BP4 Provinsi Riau, Staf administrasi BP4 Provinsi Riau 

dan Mediator BP4 Provinsi Riau. Sedangkan objek penelitian ini adalah untuk 

mengatasi kasus perceraian di Provinsi Riau. Adapun yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah Mediator non Hakim di BP4 Provinsi Riau dari jumlah 

populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan 

penelitian yaitu sebanyak 5 orang. Data yang diperlukan dalam penelitian 

dikumpulkan dengan teknik observasi (pengamatan), interview (wawancara), 

dokumentasi dan penggalian data dari sumber data primer  data sekunder. Setelah 

data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisis dengan teknik analisa deskriptif 

kualitatif dan dijabarkan dalam teknik penulisan deskriptif untuk memperoleh 

kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum Islam. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, peran mediator non 

hakim di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestraian Perkawinan (BP4) dalam 

mengatasi kasus perceraian sangat penting. Mediator Non Hakim di BP4 memiliki 

peran sebagai mediator dan penyedia pelayanan konseling untuk membantu 

pasangan yang mengalami konflik dalam perkawinan untuk mencapai 

kesepakatan secara damai. Dalam tinjauan hukum Islam keberadaan mediator non 

hakim tidak bertentangan dengan hukum Islam justru hal tersebut termasuk dalam 

konsep hukum Islam yang mana sudah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 35 

dan tugas mediator ini pun hanya sebagai juru damai dalam kasus sengketa 

perceraian. 

 

Kata Kunci: Mediator, Perceraian, BP4.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga 

mereka dapat berhubungan satu sama lain sehingga mencintai menghasilkan 

keturunan serta hidup dalam kedaimaian sesuai dengan perintah Allah SWT 

dan petunjuk dari rasul-Nya.
1
 Perkawinan atau pernikahaan dalam literature 

fikih berbahsa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua 

kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak 

terdapat dalam al-Qur’an dan hadits nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat 

dalam al-Qur’an dengan arti kawin.
2
 Seperti dalam Surat An-Nisa’ ayat 3: 

                        

                         

       

 

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika 

kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja, atau 

budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 

tidak berbuat aniaya.
3
 

 

                                                             
1
Abdul Rahman, Perkawinan dalam Syariat Islam, (Jakarta: PT Rinekab  Cipta, cet. 

Pertama 1992, cet 1996), h, 1. 
2
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, Cet. III (Jakaarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 36. 
3
Q.S. An- Nisa (4): 3. Departemen Agama RI, Alqur‟an dan Terjemahannya.  
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Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan atau 

akad yang sangat kuat atau mithaqan gholizan. Disamping itu perkawinan 

tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah 

„ubudiyah (ibadah). Ikatan perkawinan sebagai mithaqan gholizan dan 

mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk 

terwujudnya hubungan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita 

sebagai suami istri alam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan syariat agama Allah.
4
 

Perkawinan merupakan persoalan yang selalu akual dan selalu menarik 

untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan 

hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang 

luhur dan sentral yaitu rumah tangga. Karena lembaga ini merupakan benteng 

bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlak yang luhur.
5
  

Oleh karena itu perkawinan dalam Islam secara luas adalah : 

1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah 

dan benar. 

2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan. 

3. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah. 

4. Menduduki fungsi sosial. 

5. Mendekan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok. 

6. Merupakan perbuatan menuju ketakwaan. 

                                                             
4
Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, (Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993), 

h.5. 
5
Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 374   
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7. Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti 

sunnah Rasulullah SAW. 

Defenisi dan tujuan perkawinan diatas niscaya akan menghasilkan dan 

melingkupi banyak pandangan tentang fungsi keluarga. Meskipun demikian, 

banyak hal yang dapat menjadi penyebab sehingga mempersulit dan 

mempengaruhi hubungan diantara keluarga dan masyarakat. Islam bersifat 

integral dan kaum muslimin diwajibkan untuk menerima dan mengamalkan 

seluruh ajaran-Nya.
6
 

Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan bahwa 

Perkawinan merupakan satu jalan amat mulia untuk mengatur kehidupan 

rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan 

menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan 

itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan 

yang lainnya
7
 Dalam rumah tangga berkumpulnya suami istri yang saling 

berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi sehingga 

terbentuknya suatu keluarga. Keluarga merupakan unit  terkecil dari suatu 

bangsa, sedangkan keluarga yang dicita-citakan dalam perkawinan adalah 

keluarga yang sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah. 

Namun dalam rumah tangga sendiri sulit digambarkan tidak terjadinya 

sebuah percekcokan. Akan tetapi, percekcokan itu sendiri beragam bentuknya 

ada yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak 

                                                             
6
Abdul Rahman, Op. Cit., h. 3. 

7
Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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mengurangi keharmonisan. Bila mana hal ini terjadi,maka salah satu diantara 

hal-hal tersebut dibawah ini akan terjadi: 

1. Antara suami-istri terdapat kesepakatan untuk tidak berpisah meskipun 

dua hati itu sudah berlainan arah sehingga tidak lagi merasa tentram dalam 

rumah tangga mereka. Hal seperti ini mungkin terjadi dengan berbagai 

pertimbangan yang sangat dewasa. Misalnya karena pertimbangan 

kekeluargaan,disebabkan suami-istri itu dipertemukan antara kerabat 

dekat,atau karena sudah mempunyai keturunan yang bila terjadi perceraian 

akan mengakibatkan anak-anak mereka terlantar dan menderita. Hal itu, 

meskipun pahit, suami-istri tetap mampu menahan diri, sepakat untuk tetap 

berada dalam tali perkawinan,dan bergaul sebagaimana layaknya suami-

istri. 

2. Oleh karena berbagai pertimbangan, misalnya ada anak, mereka sepakat 

untuk tidak berpisah, tetapi mereka berpisah rumah, dan adakalanya sang 

suami disamping berpisah rumah dengan istrinya juga tidak memenuhi 

nafkah istrinya. Alternatif ini sering terjadi dan disaksikan dalam 

masyarakat. Jalan ini mereka lalui dengan berbagai motivasi.ada yang 

disebabkan laki-laki beristri lagi sehingga ia melupakan istri pertamanya 

yang bila dilihat dari segi umur sudah tidak menggairahkan lagi. 

Disamping itu ada pula yang semata-mata sengaja menzhalimi istrinya 

karena dendam yang tidak bisa ia lepaskan kecuali dengan cara demikian. 
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3. Alternatif lain adalah jalan thalaq berarti mengakhiri hubungan 

pernikahan. Dengan thalaq berarti masing-masing mantan istri dan mantan 

suami mengambil jalan hidupnya sendiri-sendiri.
8
 

Perceraian merupakan sesuatu yang mungkin terjadi dalam sebuah 

rumah tangga, apakah keluarga yang baru menikah atau juga pada keluarga 

yang lama menikah. Putusnya perkawinan dalam hal ini hubungan suami 

isteri,menurut prof. DR.Amir Syarifuddin
9
 bisa terjadi oleh 4 kemungkinan 

yaitu:  

1. Atas kehendak allah sendiri melalui meninggalnya salah seorang suami 

isteri 

2. Atas kehendak si suami  

3. Atas kehendak si isteri 

4. Atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga 

Senada dengan hal di atas, hukum perkawinan di Indonesia juga 

mengenal beberapa penyebab perceraian. Perceraian dilakukan tidak boleh 

hanya oleh pihak suami namun juga oleh pihak isteri. Dalam pengadilan 

agama di Indonesia terdapat istilah cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat 

adalah perkara perceraian dimana pihak yang mengajukan atau pihak yang 

menghendaki perceraian adalah pihak isteri. Sedangkan cerai talak adalah 

perkara perceraian dimana pihak yang mengajukan atau pihak yang 

menghendaki adalah pihak suami. Keluarga yang harmonis,bahagia dan 

sejahtera bukan hanya dambaan bagi suami isteri atau keluarganya saja tetapi 

                                                             
8
Said Agil Husein al- munawar.problematika hukum keluarga islam kontemporer,Cet 

9
Amir Syarifuddin, Op. Cit., h.,197 
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juga dambaan bagi Negara.hubugan yang harmonis dalam tiap keluarga 

diharapkan mampu menciptakan keharmonisan antar keluarga dan masyarakat 

sehingga tercipta stabilitas keamanan nasional. Untuk itu Negara 

mengusahakan bagi warganya agar mampu menjadi keluarga yang harmonis, 

bahagia dan sejahtera dengan membentuk sebuah lembaga yang bernama 

Badan Penasehatan, Pembinaan,dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Lembaga 

tersebut berfungsi sebagai pembimbing, penyulu, penasehat, konsultan dan 

mediator bagi warga baik yang akan membentuk keluarga (pranikah) atau 

warga yang sudah berkeluarga dan sedang menghadapi masalah.  

Dengan demikian BP4 ternyata memiliki posisi yang penting dan luhur 

terlebih lagi bila berada di kota-kota besar di Indonesia.
10

 Badan penasihatan 

pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) adalah mrupakan badan atau 

lembaga yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah dan 

merupakan benteng terkahir dari permasalahan perceraian.pemerintah 

menaruh harapan besar terhadap lembaga ini agar mampu membimbing 

keluarga yang bermaslaah kembali lagi menjadi harmonis sehingga keluarga 

tersebut tidak terjadi perceraian. Harapan ini tentunya sejalan dengan tujuan 

dari dibentuknya BP4 itu sendiri yaitu: 

1. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan meengenai nikah, 

talak,cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok. 

2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan keluarga. 

                                                             
10

Jurnal Bimas Islam Vol.6 no 1:2013 
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3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di 

pengadilan agama. 

4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, 

keluarga dan perselisihan rumah tangga do pengadilan agama; 

5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang iak 

bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak 

tercatat. 

6. Bekerjasama dengan istansi, lembaga  dan organisasi yang memiliki 

kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar neger. 

7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, 

buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
11

 

Selain angka perceraian di Provinsi Riau yang semakin meningkat 

kasus perceraian merupakan hal yang sangat dihindari dalam rumah tangga, 

karena dengan perceraian beberapa pihak menjadi korban termasuk 

diantaranya anak yang dilahirkan dari rumah tangga yang bercerai. 

Untuk sekedar gambaran kasus-kasus perceraian yang terjadi setiap 

saat seolah-olah sangat mencerminkan kehidupan rumah tangga Muslim yang 

ada di kota Pekanbaru. Misalnya kasus perceraian melalui cerai talak pada 

tahun 2019 sebanyak 2104 kasus. Pada tahun 2020 sebanyak 1637  kasus. 

Pada tahun 2021 sebanyak 3198. Sedangkan kasus perceraian melalui cerai 

                                                             
11

Ridho Renaldo, Petugas Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) Provinsi Riau, Wawancara, 6 April 2022, PUkul 09.00 WIB. 
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gugat pada tahun 2019 sebanyak 6134 kasus. Pada tahun 2020 sebanyak 4615 

kasus. Pada tahun 2021 sebanyak 9524  kasus.
12

 

Berdasarkan hal tersebut, tujuan pernikahan untuk terbentuknya hidup 

keluarga yang sakinah yang masih sangat jauh, karena dari tahun ke tahun 

semakin meningkat di kota Pekanbaru. 

Dengan demikian peran Penasehatan Badan Penasehatan Pembinaan 

dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memberikan dampak besar terhadap 

keluarga karena setelah mendapat penasehatan dari BP4 keaadan rumah 

tangga yang berkonflik di Provinsi Riau bisa didamaikan dan lebih memahami 

arti penting kehidupan berkeluarga. 

Hal ini terjadi karena masih banyaknya masyarakat Provinsi Riau tidak 

mengetahui keberadaan BP4 sehingga apabila mengalami permusuhan atau 

perselisihan dalam rumah tangga mereka tidak ke BP4 untuk 

mengkonsultasikannya tetapi langsung ke Pengadilan Agama untuk 

mengajukan perceraian. 

Tujuan dibentuknya BP4 salah satunya sebagai lembaga mediasi 

tingkat paling bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.posisinya 

sangat strategis dan mulia yang menekan angka perceraian dengan mediasi 

menjadi salah satu misinya. Tapi dalam kenyataan pelaksanaannya hanya 

sebuah nama formalitas, tidak berfugsi efektif  dan tidak memiliki kekuatan 
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Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (Statistic of Riau Province). 
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structural yang kuat atau hukum yang mengikat bagi orang yang bermasalah 

dalam pernikahan untuk bermediasi di BP4. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk menulis 

judul skripsi dengan judul “PERAN MEDIATOR NON HAKIM DI 

BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN 

PERKAWINAN (BP4) DALAM MENGATASI KASUS PERCERAIAN 

DI  PROVINSI RIAU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipermasalahkan maka perlu adanya batasan masalah yang diteliti. Dalam hal 

ini penulis hanya meneliti satu BP4 yaitu  tentang: Peran mediator non hakim 

di BP4 Pekanbaru  dalam mengatasi kasus perceraian di pekanbaru ditinjau 

menurut hukum islam. Oleh karena itu penulis tidak akan membahas hal-hal 

yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang penulis jelaskan. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, dapat 

dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian 

ini. Diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah peran mediator non hakim di Badan Penasehatan 

Pembinaan dan Pelestraian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi kasus 

perceraian di Provinsi Riau? 
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2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap peran mediator non hakim 

di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam 

mengatasi kasus perceraian di Provinsi Riau? 

 

D. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penulisan 

a. Untuk Mengetahui Peran Mediator Non Hakim Di Badan Penasehatan 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi kasus 

perceraian di Provinsi Riau. 

b. Untuk Mengetahui tinjauan hukum islam terhadap peran Mediator Non 

Hakim Di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) dalam mengurangi kasus tingkat perceraian di Provinsi Riau 

 Manfaat Penelitian  

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman yang 

berkaitan peran mediator non hakim di Badan Penasehatan Pembinaan 

dan Pelestarian Perkawinan (BP4)  dalam mengurangi kasus tingkat 

perceraian di Provinsi Riau. 

b. Sebagai bahan atau data informasi dibidang hukum keluarga bagi 

kalangan akademisi untuk mengetahui dinamika berkenaan dengan 

peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4)  dalam mengurangi kasus tingkat perceraian di  Provinsi Riau. 
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c. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus 

syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk dapat  memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah 

yang dibahas,  penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, dimana antara bab 

yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan dengan uraian 

sebagai berikut:  

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini membahas tentang garis besar penulisan penelitian 

yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  :  LANDASAN TEORI 

  Pada bab ini  membahas tentang, teori peran, mediasi, pengertian 

mediator, pernikahan, dan perceraian  serta kajian terdahulu. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN  

  Pada bab ini meliputi, jenis penelitian, lokasi  penelitian, subjek 

dan objek penelitian, populasi dan sampel , sumber data, teknik 

pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB IV  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Adapun yang diuraikan dalam bab ini adalah tentang pembahasan 

hasil penelitian yang telah dipaparkan meliputi pembahasan 
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mengenai peran mediator non hakim di Badan Penasehatan 

Pembinaan dan Pelestraian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi 

kasus perceraian di Provinsi Riau di tinjau menurut hukum Islam. 

BAB V  :  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Merupakan kesimpulan dari pembahasan, kemudian dilanjutkan 

dengan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala 

kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran. 



 

13 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

   

A. Pengertian Peran 

Peran adalah memaparkan apa yang diharapkan dari seseorang, peran 

juga berarti memegang pemimpin yang utama. Terdapat tiga hal pengertian 

peranan, yaitu: 

a. Peranan berarti norma-norma dengan tempat sesorang dalam masyrakat, 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

b. Peranan dapat dikatakan sebagai suatu konsep tentang apa yang dapat 

dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan yaitu perilaku individu yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat. 

Dalam hal ini peran yang dimaksud yaitu: 

1. Penyuluh sebagai Proses Penerangan 

Sebagai kegiatan yang memberikan keterangan bagi yang dalam 

kegelapan. 

2. Penyuluh untuk Proses Rekayasa Sosial 

Agar dapat memberikan sebuah motivasi supaya mereka bisa 

menyelesaikan permasalahnya dengan baik dan terlihat baik-baik saja 

rumah tangga pasangan suami istri tersebut. 
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3. Penyuluh sebagai proses Penyebaran Informasi 

Penyebarluaskan terkait informasi mengenai rumah tangga 

tercantum di bidang teknologi, sejarah yang dapat ,emjadi sebuah 

pelajaran dalam rumah tangga. Seorang penyuluh berperan dalam 

masyarakat untuk membuat suatu perubahan, agar Pernikahan mnejadi 

Sakinah, Mawaddah, Warahmah 

 

B. Mediasi  

1. Pengertian Mediasi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti 

sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu 

perselisihan sebagai penasihat. Pengertian mediasi yang diberikan Kamus 

Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi 

merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa, Kedua, pihak 

yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihakpihak yang berasal 

dari luar pihak yang bersengketa, Ketiga,pihak yang terlibat dalam 

penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak 

memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.
13 

Dalam Kamus Hukum Indonesia pengertian mediasi adalah proses 

penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga 

untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang 

bersengketa.
14

 

                                                             
13

Syahrizal Abbas. Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum 

Nasional.  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). Hlm.1 
14

B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), h. 168 
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Selain itu kata “mediasi” juga berasal dari bahasa inggris 

“mediation”, yang artinya penyelesaian sangketa yang melibatkan pihak 

ketiga sebagai penengah, atau penyelesaian sangketa secara menengahi, 

yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi 

penengah.
15

 

1. Tujuan Mediasi 

Mediasi dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan persangketaaan 

di antara kedua belah pihak siapapun. Terdapat beberapa tujuan mediasi, 

yaitu: 

a. Dengan adanya proses mediasi komunikasi antara suami, istri menjadi 

lebih baik. 

b. Proses mediasi membuat suami, istri lebih mendengar, memahami 

alasan atau argumentasi pada saat terjadinya permasalahan dan 

mencari solusi dari permasalahan tersebut. 

c. Pada saat proses mediasi pasangan harus bertemu, dan mengurangi 

rasa marah dan tidak saling bermusuhan. 

d. Melalui proses mediasi juga mereka saling memahami antara satu 

dengan yang lainnya. 

2. Manfaat Mediasi 

Melalui mediasi untuk menyelesaiakn konflik dalam rumah tangga 

sangat banyak manfaatnya, karena mereka saling bertatap muka dan 

menceritakan apa yang terjadi dalam rumah tangga, dan mencari solusi 
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Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2012), h.24. 
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dari permasalahan tersebut. Membuat komunikasi mereka lebih baik dan 

saling mengerti dengan keadaan pasangan mereka. Walaupun pada saat 

proses mediasi terjadi kegagalan untuk mencari solusi dari permasalahan-

permasalahan dalam rumah tangga dapat juga dirasakan manfaatnya, 

seperti kesediaan pasangan suami istri untuk menghadiri proses mediasi 

dan mau untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan rumah tangga 

mereka dan adanya keinginan untuk menyelesaikan permasalahn tersebut. 

Terdapat beberapa keuntungan dari proses mediasi yaitu: 

a. Mediasi memberikan kesempatan para pihak suami dan istri untuk 

berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam 

menyelesaikan permasalahan mereka. 

b. Mediasi dapat memberikan antar pasang suami dan istri untuk 

mengungkapkan apa isi hati mereka 

3. Proses Mediasi 

Menurut Goodpaster, membagi proses pelaksanaan mediasi 

berlangsung melalui empat jenjang atau penahapan, yaitu sebagai 

berikut:
16

  

1. Tahap Pertama: Menciptakan forum 

Dalam tahap pertama ini, kegiatan yang dilakukan mediator 

adalah: 

1) Mengadakan pertemuan bersama  

2) Pernyataan pembukaan mediator  

                                                             
16

Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, 

ekonomi, Bisnis dan Sosial, ( 

Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), Hlm. 334-335 



17 

 

3) Membimbing para pihak  

4) Menetapkan aturan dasar perundingan  

5) Mengembangkan hubungan dan kepercayaan diantara pihak 

6) Pernyataan-pernyataan para pihak 

7)  Para pihak mengadakan atau melakukan “hearing” dengan 

mediator 

8)  Mengembangkan, menyampaikan dan melakukan klarifikasi 

informasi  

9) Menciptakan interaksi model dan disiplin. 

2. Tahap kedua: Pengumpulan dan pembagian informasi 

Dalam tahap ini, mediator akan mengadakan pertemuan-

pertemuan secara terpisah atau dinamakan dengan “Caucus-Caucus” 

terpisah guna 

1) Mengembangkan informasi lanjutan 

2) Melakukan eksplorasi yang mendalam mengenai keinginan atau 

kepentingan para pihak  

3) Membantu para pihak dalam menaksir dan menilai kepentingan 

dan  

4) Membimbing para pihak dalam tawar-menawar penyelesaian 

masalah 

3. Tahap ketiga: Penyelesaian masalah 

Dalam tahap ketiga ini, mediator dapat mengadakan “Caucus-

Caucus” terpisah sebagai tambahan atau kelanjutan dari pertemuan 

sebelumnya dengan maksud untuk 
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1) Menyusun dan dan menetapkan agenda 

2) Merumuskan kegiatan-kegiatan penyelesaian masalah  

3) Meningkatkan kerja sama  

4) Melakukan identifikasi dan klasifikationalah  

5) Mengadakan pilihan penyelesaian masalah  

6) Membantu melakukan pilihan penaksiran dan 

7) Membantu para pihak dalam menaksir, menilai dan membuat 

prioritas kepentingan-kepentingan mereka 

4. Tahap keempat: Pengambilan keputusan 

Dalam rangka pengambilan keputusan, kegiatan-kegiatan yang 

mesti harus dilakukan mediator adalah 

1) Mengadakan "caucus-caucus" dan pertemuan-pertemuan bersama. 

2) Melokasikan peraturan, mengambil sikap dan membantu para 

pihak mengevaluasi paket-paket pemecahan masalah  

3) Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan  

4) Menginformasi dan mengklarifikasi perjanjian  

5) Membantu para pihak untuk membandingkan proposal 

penyelesaian masalah dengan pihak diluar perjanjian.  

6) Mendorong atau mendesak para pihak untuk menghasilkan dan 

menerima pemecahan masalah  

7) Memikirikan formula pemecahan masalah yang win-win solution 

dan Membantu para pihak membuat pertanda perjanjian. 
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3. Landasan Hukum Mediasi 

Dalam kitab suci al-quran ayat yang berhubungan dengan 

perdamaian (mediasi) antara lain dalam surat QS. An-Nisa (4) ayat 35 

yang berbunyi: 

                         

                          

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka 

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 

keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan 

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
17

 

 

Ayat diatas menganjurkan untuk mengutus kepada keduanya 

seorang hakam, yaitu juru damai untuk menyelesaikan kemelut mereka 

dengan baik. Juru damai itu sebaiknya dari kedua belah pihak agar sama-

sama mengetahui masing-masing keluhan dan harapan anggota 

keluarganya. Jika antara keduanya ingin mengadakan perbaikan atas 

kemelut rumah tangga antara suami dan istri tersebut niscaya Allah akan 

memberi bimbingan kepada keduanya.
18

 

Walaupun tidak disebut dengan mediasi, penyelesaian sengketa 

dalam islam gunakan menyerupai pola yang digunakan dalam mediasi. 

Dalam hukum islam mediasi lebih dikenal dengan istilah islah dan 
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Q.S. An- Nisa (4): 35. Departemen Agama RI, Alqur‟an dan Terjemahannya.  
 
18

Quraish Shihab , Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an,  (Jakarta: 

Lentera Hati, 2000), h.412-413 
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hakam.
19

 Ishlah/ sulhu menurut bahasa adalah perbaikan. Menurut syara‟ 

adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu suatu 

persengketaan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Selain islah 

dikenal juga dengan hakam berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan 

perkawinan yang disebut dengan syiqaq. 

4. Mediator 

1. Pengertian mediator  

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa 

para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap 

pengambilan keputusan.
20

 Dapat diketahui bahwa keterlibatan 

mediator dalam proses perundingan adalah “membantu” para pihak 

yang bersengketa.
21

 

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian 

sengketa kedua pihak dan melakukan intervensi terhadap pengambilan 

keputusan. Mediator membantu para pihak untuk memahami 

pandangan masing-masing dan membantu mencari (locate) persoalan-

persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Mediator 

mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi perbedaan-

perbedaan kepentingan, presepsi, penafsiran terhadap situasi dan 
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Nuraningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan 

Agama,(Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2011), h. 119. 
20

Syahrizal Abbas, Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 57 
21

Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di 

Pengadilan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 62. 
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persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan 

dan kepentingan umum. Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perma 

Nomor 1 Tahun 2008 yang menentukan meditor sebagai berikut:  

1. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yag bersangkutan  

2. Advokat atau akademisi hukum  

3. Profesi bukan hukum yang dianggap oleh para pihak menguasai 

atau berpengalaman dalam pokok sengketa Hakim majelis 

pemeriksa perkara  

Sebaliknya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur mengenai 

jumlah mediator dalam sebuah proses mediasi, yaitu paling sedikit 1 

orang. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (1), bahwa 

dimungkinkannya jumlah mediator dalam sebuah proses mediasi 

terdapat lebih dari satu orang mediator dalam sebuah proses mediasi 

terdapat lebih dari satu orang mediator, sesuai dengan ketentuan dalam 

pasal 8 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka para mediator 

sendiri yang akan menentukan dan mengatur pembagian tugas sebagai 

mediator diantara mereka. Persyaratan seeorang yang menjadi seorang 

mediator dipengadilan tidak diatur dengan rinci, hanya saja implist 

maupun eksplist telah diatur dalam ketentuan. Berdasarkan ketetuan-

ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud persyaratan 

menjadi mediator meliputi :  

a. Pihak yang netral dan tidak memihak  

b. Memiliki sertifikat mediator  
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c. Mengikuti pelatihan atau Pendidikan Mediasi dan berpengalaman 

sebagai mediator.
22

 

Untuk mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan 

biaya. Sedangkan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan 

ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak. 
23

 

Mediasi diselenggarakan diruang mediasi pengadilan atau ditempat 

lain diluar pengadilan yang disepakati oleh para pihak. Mediator hakim 

dan pegawai pengadilan dilarang menyelenggarakan mediasi diluar 

pengadilan. Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan 

yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator hakim 

atau pegawai pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan 

mediasi bertempat di pengadilan. Penggunaan ruang mediasi 

pengadilan untuk mediasi tidak dikenakan biaya.
24

 

Setiap mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang 

diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan 

sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung 

atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah 

Agung.
25
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Rachmadi Usman, mediasi di pengadilan dalam teori dan praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 

h. 85-86 

 
23

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 8 Ayat (1-2) 
24

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 11 ayat (1-4) 
25

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (1) 
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2. Dasar Hukum Mediator  

Adapun dasar hukum yang diwajibkan hakim mediator adalah 

untuk menerapkan usaha mendamaikan para pihak dapat 

diklarifikasikan sebagai berikut:  

1. Berdasarkan Hukum acara perdata Pasal 130 HIR/154 R.Bg 

a. Apabila pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak 

hadir, maka pengadilan dengan perantaraan ketua sidang 

berusaha memperdamaikan mereka.  

b. Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu 

akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan 

melaksanakan, perjanjian itu; akta perdamaian itu 

berkekuatandan dijalankan sebagai putusan biasa.  

c. Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan 

banding.  

d. Dalam usaha untuk memperdamaikan kedua belah pihak 

diperlakukan bantuan seorang juru bahasa. 

2. Berdasarkan Undang-undang, antara lain:  

a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (2) yaitu : 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menutup 

usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.  

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1): 

Perceraianya hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan 
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setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak 

berhasil mendamaikan kedua belah pihak.  

c. Berdasarkan al-quran surah al-hujarat (49) ayat 9 yang 

berbunyi: 

                       

                        

                        

       

 Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu     

berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau 

yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah 

yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali 

pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara 

keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku 

adil;sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku 

adil
26

 
  

Pada hari sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak hakim 

mewajibkan untuk menempuh proses mediasi. Majelis hakim mewajibkan 

para pihak utuk memilih mediator, khususnya hakim dan apabila tidak 

berhasil maka ketua majelis hakim harus menunjuk salah satu mediator 

yang terdaftar .  

5. Tugas dan Fungsi Mediator 

Mahkamah Agung RI menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan tujuan agar sistem 

peradilan dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mengurangi tinkgat 

                                                             
26
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persengetaan terlebih masalah perceraian. Mediator memiliki tugas yang 

sangat penting agar tercapai kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang 

bersengketa. mediator memiliki beberapa tugas penting antara lain : 

1. Melakukan Diagnosa Konflik  

Seorang mediator selain harus memeliki pengetahuan tentang 

permasalahan yang terjadi, juga harus memiliki kemampuan dalam 

mengendalikan para pihak, sehingga konsentrasi para pihak terfokus 

pada proses penyelesaian sengketanya, kepentingankepentingan lain di 

luar persoalan pokok sedapat mungkin harus dieliminasi lebih awal 

sebelum masuk ke dalam pokok perkaranya. 

Ada beberapa hal yang harus dipahami oleh seseorang mediator 

sebelum memulai tahap mediasi antara lain :  

a. Apa yang menjadi latar belakang persoalan. 

b. Mengenai siapa para pihak yang bersengketa, apakah masih 

memiliki kekerabatan di antara para pihak. 

c. Apa yang menjadi alasan dan latar belakang dalam mengajukan 

gugatan oleh penggugat termasuk menyangkut kategori persoalan 

hukum yang disengketakan, misalnya perbuatan melawan hukum 

(PMH) ataukah wanprestasi.  

d. Apa yang diminta dalam petitum gugatan oleh penggugat.  

2. Mengindentifikasi Masalah Serta Kepentingan-Kepentingan Kritis 

Penting bagi seorang mediator untuk mengindentifikasi 

masalah yang terjadi di antara para pihak, dimulai dari latar belakang 

persoalan hingga apa yang sebenarnya diinginkan olehpara pihak. 
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Mediator dapat melakukan penelaahan dari uraian dalam posita 

gugatan untuk melakukan identifikasi dan analisis terhadap 

kepentingan- kepentingan yang ada, mediator dapat juga melakukan 

tanya jawab dengan para pihak yang bersengketa. Hasil identifikasi 

masalah dapat dimasukkan ke dalam catatan yang telah dibuat dengan 

kategori t kategori seperlunya. 

3. Menyusun Agenda 

Agar proses mediasi bisa terarah dan efektif, maka mediator 

harus menyusun agenda pertemuan yang jadwalnya disesuaikan 

dengan kesanggupan dan persetujuan para pihak. PERMA Mediasi 

memberikan jatah waktu untuk melakukan mediasi selama 40 (empat 

puluh) hari kerja dan dapat diperpangjang lagi selama 14 (empat belas) 

hari kerja. Mediator memberikan pilihan apakah akan melakukan 

pertemuan seminggu sekali atau seminggu dua kali tergantung dari 

kesanggupan para pihak. Berdasarkan agenda yang telah disusun 

mediator akan menyusun materi pertemuan yang akan dibahas dengan 

para pihak. 

4. Memperlancar Dan Mengendalikan Komunikasi 

Kemampuan mengendalikan komunikasi merupakan peran 

yang cukup penting dan menentukan bagi seorang mediator, karena 

mediator dituntut untuk mampu menciptakan partisipasi dan interaksi 

di antara para pihak. Pada awal pertemuan mediator harus mampu 

memegang kendali pada proses interaksi dan menciptakan komunikasi 

tiga arah antara para penggugat, tergugat dan mediator. Komunikasi 
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verbal sangat penting dalam rangka menyampaikan pesan-pesan moral 

yang akan bermanfaat bagi para pihak untuk berkontemplasi dan 

menentukan pilihan pada proses penyelesaian secara damai. 

5. Membimbing Untuk Melakukan Tawar - Menawar Dan Kompromi 

Dalam proses mediasi, mediator harus mampu mengendalikan 

peran para pihak untuk mengesampingkan keinginan -keinginan non 

substansi, para pihak harus dibimbing untuk saling memberikan 

penawaran dan membuat konsep penyelesaian. Proses tawar menawar 

memang harus ada strategi tarik ulur dan bargaining position, biasanya 

pihak yang merasa memiliki bukti kuat akan menggunakan itu sebagai 

senjata penekan yang akan melemahkan posisi tawar menawar pihak 

lawan, ini harus diantisipasi oleh mediator agar kondisinya tidak teralu 

menjadi dominan, karena akan mempengaruhi semangat pihak lawan 

dalam melakukan kompromi terhadap sebagian nilai tawarnya. 

6. Membantu Para Pihak Mengumpulkan Informasi Penting 

Adakalanya mediator harus bertindak sebagai pencatat data -

data dan informasi penting dari perundingan yang berlangsung, hal ini 

akan bermanfaat ketika proses perundingan sudah mulai masuk pada 

tahap penyusunan kesepakatan, sehingga butir-butir yang disepakati 

dapat di recovery ke dalam bentuk klausul perjanjian. Informasi 

penting dapat digali dari beberapa sumber antara lain : Surat gugatan, 

Keterangan pihak-pihak, Alat-alat bukti yang mungkin diajukan oleh 

para pihak, Keterangan ahli bila para pihak menghendakinya.  
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7. Penyelesaian Masalah Untuk Menciptakan Pilihan-Pilihan 

Mediator setidaknya harus memiliki dua atau lebih pilihan yang 

dapat diajukan kepada para pihak jika para pihak tidak berhasil 

menemukan jalan terbaik dalam penyelesaian masalahnya. Pilihan 

yang diajukan berasal dari hasil assessment dari pokok-pokok sengketa 

yang dirundingkan.  

Mediasi pada prinsipnya menggunakan metode pendekatan moral 

bahkan bisa juga menumpuh pendekatan religius yang pada akhirnya 

mengharapkan adanya kerelaan dan keikhlasan dari para pihak yang 

sedang melakukan perundingan untuk saling mengerti kepentigan satu 

sama lain. 

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mediator memiliki tugas 

antara lain :  

a. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan 

dalam proses mediasi. 

b. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada 

para pihak untuk dibahas dan disepakati. 

c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.  

d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali 

kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang 

terbaik bagi para pihak. 

Terdapat beberapa keterampilan seorang mediator yaitu : 

1. Pemahaman diri (self knowledge) 
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Mediator (konselor), memahami dirinya dengan baik, dia 

memahami apa yang dia lakukan, dan mengapa dia melakukan hal itu, serta 

masalah apa yang harus di selesaikan. Sehingga ketika seorang mediator 

memberikan bimbingan kepada pasangan suami istri mengenai 

permasalahan rumah tangga dapat di percayai dan memberi keyakinan 

untuk menyelesaikan dan mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. 

2. Ketegasan 

Seorang mediator (konselor) harus tegas agar dia dapat mengatur 

dan mengontrol jalannya mediasi. Agar proses mediasi berjalan dengan 

lancar dan tidak diatur oleh pasangan suami istri yang sedang menjalankan 

proses mediasi tersebut. 

3. Memiliki wawasan yang luas 

Seorang mediator (konselor) mampu membaca gestur maupun 

mimik wajah dari kedua belah pihak yang sedang menjalani proses 

bimbingan mediasi, supaya seorang mediator dapat mengerti apa maunya 

dari pasangan suami istri dari gerak-gerik tubuhnya dan raut wajah 

pasangan tersebut. Mereka berbicara jujur atau berbohong. 

4. Memiliki kesehatan psikologis yang baik 

Mediator (konselor) di tuntut memiliki kesehatan psikologis yang 

lebih baik dari kliennya. Hal ini penting karena kesehatan psikologis 

mediator (konselor) akan mendasari pemahamannya terhadap perilaku dan 

keterampilannya dalam memberikan alternatif-alternatif dalam 
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menyelesaikan kecemasan dari pasangan. 

5. Profesional 

Seorang mediator (konselor) dalam menjalankan tugasnya harus 

bekerja dengan Profesional dapat dilihat dengan mediator (konselor) tidak 

menganggap ringan apa yang ia kerjakan melainkan fokus terhadap apa 

yang ia kerjakan. 

6. Amanah 

Maksudnya seorang mediator bersikap merahasiakan apa yang 

diceritakan oleh pasangan antara satu dengan yang lainnya atau pasangan 

ingin bercerai. Tidak membicarakan permasalahan pasangan suami istri 

kepada orang lain. 

7. Jujur 

Dalam proses bimbingan mediasi seorang mediator (konselor) 

biasanya juga memberikan solusi secara transparan. Karena seorang 

mediator (konseor) harus terbuka, autentik, dan sejati dalam 

penampilannya. 

8. Bersikap Ramah 

Seorang mediator (konselor) harus memberikan sebuah keramahan 

dalam proses bimbingan mediasi, karena dengan keramahan akan 

mempermudah kedua belah pihak yang menjalani bimbingan mediasi 

untuk sharing, dan merasa di hargai, serta dapat menumbuhkan perasaan 

psikologis yang baik. Dalam proses bimbingan mediasi kedua belah pihak 
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yang memiliki masalah, sedang berada dalam keadaan psikologis yang 

kurang baik, sehingga dengan bersikap ramah kepadanya. Seorang 

mediator (konselor) dapat menumbuhkan perasaan psikologi yang positif 

kepada kedua belah pihak yang ingin bercerai. 

9. Sabar 

Mediator (konselor) harus memiliki tingkat kesabaran yang tinggi, 

karena bukan tidak mungkin ada hal yang terjadi dalam proses bimbingan 

mediasi yang dapat membuat mediator (konselor) menjadi emosional. 

Karena setiap pasangan suami istri pasti ada yang tidak memihak kepada 

seorang mediator, mengerti jika hanya sekali di jelaskan tetapi harus 

berulang kali, dan hal inilah yang membutuhkan kesabaran yang sangat 

tinggi. Dengan kesabaran yang tinggi dari seorang mediator (konselor) 

dapat mencapai keberhasilan. Karena sabar merupakan kunci dalam 

sebuah proses untuk menjadi lebih baik 

10. Kepekaan 

Mediator (konselor) memiliki keeterampilan lain yaitu kepekaan, 

yang berarti bahwa mediator (konselor) menyadari adanya dinamika 

psikologis yang tersembunyi atau sifat-sifat yang mudah tersinggung, baik 

dari klien maupun pada dirinya sendiri. Mediator (konselor) dengan 

kemampuan yang sebelumnya yaitu memiliki wawasan yang luas, 

sehingga mediator dapat mengetahui dari gerak-gerik kedua belah pihak.  

Dari keterampilan tersebut menampilkan keterampilan lain yaitu 

kepekaan. Karena dengan kepekaaannya mediator (konselor) dapat 
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mengetahui jika kedua belah pihak merasa tidak nyaman. Kepekaan yang 

lain seperti kepekaan dalam mengetahui watak seseorang. Mediator 

(konselor) telah mengetahui teknik untuk menghadapi tiap-tiap watak 

seseorang yang menjalani proses bimbingan mediasi. 

 

C. Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (sekarang) 

disingkat BP4 adalah Organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan 

sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya 

meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk 

membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh 

Indonesia.  Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan  berdiri 

secara resmi pada tanggal 3 Januari 1961 di Jakarta, Indonesia berdasarkan SK 

Menteri Agama RI No.85 tahun 1961 yang menetapkan kepengurusan BP4. 

Saat ini BP4 Pusat dipimpin oleh Ketua Umum BP4 Pusat periode 2019-

2024 Prof. KH. Nasaruddin Umar, MA, Ph.D dan Sekretaris Umum, Drs. H. 

Anwar Saadi, M.A., serta dikukuhkan oleh Menteri Agama Jenderal TNI 

(Purn.) Fachrul Razi pada hari Selasa, pada tanggal 

18 Februari 2020 M/24 Jumadil Akhirah 1441 H di Kementerian Agama 

Republik Indonesia, Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4, Jakarta 

Pusat, sesuai hasil Musyawarah Nasional BP4 XVI pada 3 November 2019 

di Jakarta
.  

    Sejak tahun 1987 BP4 Pusat berkantor di Masjid 

Negara Istiqlal Ruang 66 menyiratkan pesan bahwa BP4 mendapat amanat 
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untuk ikut mengamalkan pesan Surat 66 at-Tahrim ayat 6 dan salah satu pesan 

dari 6 hak antara sesama muslim, yaitu jika dia minta nasihat kepadamu 

berilah nasihat. BP4 Pusat khususnya hingga saat ini tiap hari kerja masih 

tetap konsisten memberikan pelayanan Konsultasi Perkawinan dan 

Penasihatan Hukum.  

1. Sejarah  

Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan  Langkah Awal di Jawa Barat. BP4 berdiri sebagai bentuk 

keprihatinan dan kepedulian terhadap kualitas perkawinan umat Islam di 

Indonesia. Dari berbagai versi disebutkan istilah BP4 pertama lahir 

di Bandung provinsi Jawa Barat pada hari Ahad, tanggal 3 Oktober 1954 

atas inisiatif Arhata (Abdur Rauf Hamidy), almarhum Kepala Jawatan 

Urusan Agama Provinsi Jawa Barat saat itu. Pada hari dan tanggal tersebut 

diadakan musyawarah atau pertemuan yang dihadiri sekitar 100 orang 

terdiri dari wakil-wakil instansi pemerintah, tokoh masyarakat, para 

'ulama, para pimpinan organisasi sosial Islam dan nasional. Bertempat di 

Ruang Sidang DPRD kota Bandung dari Jam 09:00 pagi sampai 13:00 

WIB. Arhata sebagai pimpinan sidang mengemukakan konsep 

pembentukan organisasi BP-4 (Badan Penasihat Perkawinan dan 

Penyelesaian Perceraian)yang bertujuan mempertinggi nilai perkawinan 

dan mewujudkan rumah tangga bahagia, dengan berusaha memberikan 

nasihat kepada khalayak ramai serta yang berkepentingan dalam soal-soal 

perkawinan, thalak dan rujuk dan memberikan nasihat perdamaian bagi 

suami isteri yang retak perkawinannya dan diancam perceraian. Alasan-
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alasan yang dikemukakan adalah angka perceraian yang semakin menaik 

hingga mencapai angka sekitar 60 - 80% dibanding nikah dan rujuk. Dan 

banyaknya terjadi perkawinan anak-anak di bawah umur. 

Selanjutnya disepakati dibentuk organisasi BP-4 

dengan Arhata sebagai Ketua merangkap formatur susunan pengurus 

lengkap berikut penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga (AD/ ART). Pada tanggal 17 September 1956, Menteri Agama 

K.H. Muhammad Ilyas (menteri) (untuk membedakan dengan tokoh lain, 

yaitu K.H. Muhammad Ilyas Ruhiat, Rais 'Aam PBNU periode 1992 - 

1999) menerima dan menyambut baik Delegasi BP-4 Jawa Barat yang 

terdiri dari: Arhata, Ny. Dunah Pardjaman, dan Ny. Theresiah 

Kamarga menyampaikan hasil-hasil Konperensi BP-4 Jabar ke I yang 

telah dilaksanakan pada tanggal 28 - 31 Agustus 1956 di Bandung yang 

juga dihadiri Gubernur Jawa Barat saat itu Raden Mohamad Sanusi 

Hardjadinata dan juga H. S. M. Nasaruddin Latif mewakili Menteri 

Agama di Jakarta. Pada tanggal 7 Maret 1956 di Jakarta tercatat berdiri 

organisasi P-5 (Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian 

Perceraian) sejenis dengan BP-4 di Jawa Barat. P-5 di dahului dengan 

terbentuknya SPP (Seksi Penasihat Perkawinan) tanggal 4 April 1954 atas 

gagasan H.S.M. Nasaruddin Latif, almarhum Kepala Kantor Urusan 

Agama di Jakarta Raya atas persetujuan Sekjen Kementerian Agama R.M. 

Kafrawi yang kemudian pada tanggal 7 Maret 1956 yang bertugas 

mendamaikan perselisihan suami isteri, yaitu mencegah perceraian 

sepanjang persoalannya belum dimajukan ke Pengadilan Agama dengan 
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Ketua P-5 pertama, Ny.S.R. Poedjotomo. BKRT di Yogyakarta. Pada 

tanggal 7 Maret 1958 di Yogyakarta dirintis berdiri BKRT (Badan 

Kesejahteraan Rumah Tangga) yang tokohnya antara lain Ibu AR. 

Baswedan, K.H. Ahmad Badawi (saat itu Kepala Bagian Ibadah Sosial 

pada KUA Daerah Istimewa Yogyakarta), K.H. Farid Ma'ruf (saat itu 

Kepala KUA Daerah Istimewa Yogyakarta)yang kemudian menjadi Ketua 

Umum pertama BKRT. 

BP4 bersifat Nasional. Pada bulan Januari 1960 dalam pertemuan 

Pengurus BP4 Tingkat I se-Jawa disepakati bahwa organisasi-organisasi 

BP4 yang bersifat lokal akan disatukan menjadi BP4 yang bersifat 

nasional. Kemudian hasil Konperensi Dinas Departemen Agama ke VII 

tanggal 25 - 30 Januari 1961 di Cipayung Jakarta diumumkan 

berdirinya BP4 Pusat (yang bersifat nasional). Dalam Anggaran Dasar 

baru tersebut ditetapkan bahwa organisasi ini berkedudukan di Jakarta dan 

bertujuan: (1) Mempertinggi nilai perkawinan. (2) Mencegah perceraian 

yang sewenang-wenang. (3) Mewujudkan susunan rumah tangga yang 

bahagia sejahtera sesuai tuntunan Islam. Pada 17 Oktober 1961 sesuai usul 

Pengurus BP4 Pusat No.1/BP4/61, keluar Surat Keputusan Menteri 

Agama No.85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya 

badan yang berusaha pada bidang penasihatan perkawinan dan 

pengurangan perceraian mengenai nikah, talak dan rujuk. Dan tanggal 8 

Juli 1961, menyusul SK Menteri Agama, hasil musyawarah antara Kepala 

Jawatan Urusan Agama dengan Pengurus BP4 Jawa Barat dan P-5 Jakarta 

Raya ditetapkan susunan Pengurus BP4 Pusat yang pertama dengan Ketua 
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H. Siswosoedarmo dan dilantik oleh Menteri Agama K.H.Wahib 

Wahab tanggal 20 Oktober 1961. 

2. Dinamika Fungsi & Peran BP4  

BP4 kemudian mengalami dinamika sejalan dengan perkembangan 

zaman. Sejak awal berdiri BP4 senantiasa konsisten dalam menjaga 

keutuhan keluarga dan ikut berperan bersama organisasi keagamaan dalam 

mendorong lahirnya UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas perkawinan penduduk Indonesia 

khususnya kaum muslim yang menjadi mayoritas di negeri ini. 

Menurut Hj. Zubaidah Muchtar, lahir di Batang, 11 Oktober 1936 (kini 

usia 79 tahun dan masih aktif) seorang tokoh muslimah, konsultan, 

mediator di Pengadilan Agama, trainer yang pernah menjadi politisi 

sebagai anggota DPR termuda, di usia 20-an, aktivis di berbagai organisasi 

Islam seperti PII, BMOIWI (Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita 

Indonesia) dan BP4 turut berjuang dan menyaksikan lahirnya BP4 dan UU 

No.1 tahun 1974 menyatakan: "Sejak berdirinya BP4 mendapat dukungan 

baik dari berbagai ormas perempuan terutama yang berazaskan Islam dan 

para tokoh masyarakat serta tokoh agama. Di antara pendukung ada yang 

duduk sebagai anggota pengurus. Hanya untuk jabatan Ketua Umum, 

Sekretaris dan bendahara menurut AD (Anggaran Dasar) dijabat secara ex 

officio oleh pejabat struktural di bidang Urusan Agama Islam Departemen 

Agama di semua jenjang, di Pusat oleh Direktur Urais, di provinsi oleh 

Kabid Urais, di Kabupaten oleh Kasi Urais dan di kecamatan oleh kepala 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Siswosoedarmo&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Wahib_Wahab
https://id.wikipedia.org/wiki/Wahib_Wahab
https://id.wikipedia.org/wiki/BP4
https://id.wikipedia.org/wiki/Hj._Zubaidah_Muchtar
https://id.wikipedia.org/wiki/Batang
https://id.wikipedia.org/wiki/PII
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=BMOIWI&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/BP4
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KUA. Hal ini dimaksudkan melibatkan tanggung jawabnya dan 

mempermudah semua urusan sebagai konsekwensinya. 

Ketika awal-awal BP4 berdiri tahun 1954 data talak di P2NTR ( 

Petugas Pencatat Nikah Talak dan Rujuk) di atas 55%. Pada saat sekitar 

tahun 1966 data tersebut menjadi menjadi 45%. Artinya dalam waktu 10 

tahun, BP4 telah ikut menurunkan angka perceraian 10% dari 55% tahun 

1955 menjadi 45% pada tahun 1966. Dengan demikian BP4 ada andilnya 

dalam turunnya angka perceraian. Alhamdulillah kegiatan dan kerja berat 

BP4 tidak sia-sia melainkan ada hasilnya. 

Kebijakan Departemen Agama di bawah kepemimpinan Jenderal 

H.M. Soeharto sebagai presiden terhadap BP4 tidak mengalami 

perubahan. Artinya mendudukan BP4 sebagai Organisasi Semi Resmi. 

Adanya respon positif dan dukungan dari Kementerian Agama tersebut, 

BP4 memanfaatkan kondisi kondusif untuk sekali lagi mendesak 

pemerintah agar segera menyampaikan RUU Pernikahan Umat Islam 

kepada DPRGR." BP4 dalam memperjuangkan adanya UU Perkawinan 

tidak mengenal putus asa. BP4 bekerjsama dengan Kowani dan 

BMOIWI mendorong ditetapkannya UU Perkawinan. Pada saat itu, Hj. 

Zubaidah Muchtar, Ibunda dari Valina Singka Subekti ini sebagai 

presidium BMOIWI melakukan dengar pendapat dan menyampaikan input 

kepada Fraksi PPP. Konperensi BP4 ke II tahun 1970 kembali 

mencetuskan desakan tersebut kepada Pemerintah. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=BMOIWI&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hj._Zubaidah_Muchtar
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https://id.wikipedia.org/wiki/Valina_Singka_Subekti
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Pada tahun 1971 diselenggarakan Pemilihan Umum sebagai 

pemenuhan kehendak konstitusi UUD 1945. Selanjutnya DPR hasil 

Pemilu menyelenggarakan Sidang Umum MPR yang hasil utamanya 

adalah memilih dan menetapkan Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI. 

Setelah MPR hasil Pemilu menyelenggarakan Sidang Umum tahun 1972, 

BP4 mengadakan Konperensi ke III yang rekomendasinya mendesak 

Pemerintah agar mewujudkan adanya UUP (Undang-Undang 

Perkawinan). 

Presiden sebagai hasil Pemilu tentu ingin memenuhi kehendak 

rakyat yang menuntut agar segera diadakan UU Perkawinan. Untuk itu 

dalam waktu relatif singkat pemerintah dapat menyusun RUU dimaksud 

dan pada tanggal 31 Juli 1973 disampaikan oleh Menteri Kehakiman 

kepada DPR. DPR hasil Pemilu pun juga ingin mewujudkan prestasinya 

semaksimal mungkin untuk memenuhi janjinya dalam kampanye. Maka 

dalam relatif singkat RUUP (Rancangan Undang-Undang Perkawinan) 

tersebut dibahas secara maraton dan hasilnya pada tanggal 22 Desember 

1973 sebagai Hari Ibu, RUU itu disahkan menjadi UU Perkawinan secara 

bulat sepakat oleh empat fraksi yaitu: PPP, PDI, Golkar dan ABRI.
27

 

Dalam Lembaran Negara UU tersebut dicatat sebagai UU No.1 

Tahun 1974 (di singkat UUP) Tentang perkawinan. Perlu diingat bahwa 

kronologis terwujudnya UU tersebut tidak terlepas dari peran 

                                                             
27

https://web.archive.org/web/20160322015517/http://www.bp4pusat.or.id/index.php/the

me/typography 

https://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=22_Desember_1973&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=22_Desember_1973&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Ibu


39 

 

serta BP4 dengan kata lain BP4 punya andil –bahwa BP4 ada perannya itu 

diakui oleh Menteri Kehakiman saat itu, Prof. Oemar Seno Adji, SH dalam 

penjelasannya di hadapan Sidang Paripurna DPR September 1973. Perlu 

diketahui bahwa lahirnya UUP, bukan tanpa goncangan yang gawat baik 

di dalam Gedung DPR terutama di tengah masyarakat. Tanpa adanya 

lobbying antara fraksi-fraksi dan pemerintah niscaya berbagai crusial 

point, bisa gagal dan akan mengalami jalan buntu. Berkat adanya 

kesadaran bersama dalam lobby tersebut akhirnya tercapai konsensus 

bersama dengan Fraksi PPP (P3) atas lima hal pokok sebagai berikut: 

a. Hukum Agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi dan 

diubah. 

b. UU No.22/ 1946 Tentang Peradilan Agama dijamin kelangsungannya. 

c. Hal-hal yang bertentangan dengan Agama Islam dalam RUU 

Perkawinan tersebut akan dihilangkan (dihapus). 

d. Formulasi Pasal 2 ayat (1) mengenai mengenai sahnya perkawinan 

dirumuskan sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu.” 

e. Tentang perceraian dan poligami perlu diatur guna mencegah tindakan 

kesewenang-wenangan. 

3. Konsekuensi UUP bagi BP4 

Sebelum adanya UUP, ada kerjasama antara Pengadilan Agama 

(PA) dan BP4 yaitu agar suami istri yang akan bercerai sebelum 

ke Pengadilan Agama hendaknya ke BP4 terlebih dahulu untuk 

https://id.wikipedia.org/wiki/BP4
https://id.wikipedia.org/wiki/Oemar_Seno_Adji
https://id.wikipedia.org/wiki/BP4
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama
https://id.wikipedia.org/wiki/BP4
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didamaikan. Bila tidak berhasil yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan 

Agama oleh BP4. Tetapi dengan UUP Pasal 39 ayat (1) sebagai berikut: 

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang 

berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak 

berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” 

Dengan demikian upaya mendamaikan menjadi kewajiban 

Pengadilan Agama oleh karena masalah perceraian menjadi kewenangan 

Pengadilan Agama konsekuensinya nama BP4 diubah kepanjangannya 

berdasarkan SK Menag No.30 tahun 1970 menjadi: “Badan Penasihat 

Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian. 

Berkaitan dengan UU Peradilan Agama No.7 tahun 1989 sebagai 

perubahan atas UU No.14 tahun 1970 dengan Asas Peradilan mudah, 

murah dan cepat. Pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian 

dapat langsung mendaftar ke Pengadilan Agama tak harus konsultasi 

terlebih dahulu ke BP4. UU No.20/ 1997 Tentang PNBP (Pendapatan 

Negara Bukan Pajak) belum sempat dilaksanakan. Oleh sebab itu Orde 

Reformasi mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.73/1999 Tentang Cara 

Penggunaan PNBP. Isi PP tersebut antara lain dikatakan bahwa dana yang 

berasal dari PNBP hanya dapat digunakan oleh pihak yang memungutnya. 

Adanya peraturan tersebut di atas, BP4 terkena imbasnya. Sejak 

reformasi BP4 tidak dapat memperoleh dana secara langsung dari 

Kemenag sebab tidak ada dana non budgeter dari NR (Nikah dan Rujuk). 

Akibatnya sangat fatal karena seluruh jajaran BP4 dari pusat hingga 

https://id.wikipedia.org/wiki/BP4
https://id.wikipedia.org/wiki/BP4
https://id.wikipedia.org/wiki/BP4
https://id.wikipedia.org/wiki/BP4


41 

 

daerah. Tidak dapat menjalankan program dan kegiatannya termasuk 

kursus calon pengantin oleh KUA. Stagnasi BP4 yang kondisinya 

bagaikan kerakap di atas batu mati tak hendak hidup tak mau. Kondisi itu 

cukup lama dari tahun 1998 – 2008, yaitu 10 tahun. Dalam Munas BP4 ke 

XIV tahun 2009 di Jakarta, timbul paradigma baru sebagai solusi dari 

ketidakpastian kedudukan BP4 yang dikatakan semi resmi di lingkungan 

Depag. Sebagai lembaga pemerintah bukan tetapi sebagai swadaya 

masyarakat bukan sehingga mengalami kesulitan dalam bernapas –

mencari sumber dana ke pemerintah terhalang UU No.20/1997 Tentang 

PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), tetapi mencari dana ke 

masyarakat sulit karena selama ini dipahami BP4 itu bagian Departemen/ 

Kementerian Agama. Berdasarkan permasalahan tersebut Munas 

mengambil keputusan perlunya BP4 mandiri dengan merobah AD dan 

ART. 

4. Sifat dan jenis organisasi 
28

 

Sifat organisasi BP4 dirumuskan sebagai berikut: “BP4 adalah 

organisasi mandiri, profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai 

mitra Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah 

mawaddah warahmah (Pasal 3 AD/ ART BP4).”  Jenis 

organisasi BP4 adalah perkumpulan (Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 Statblad 

1870 No. 64 sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 No. 271 

tentang pekumpulan Berbadan Hukum, pasal 1653 sampai Pasal 1665 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-
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undangan yang mengatur perkumpulan) dan Akta Pendirian Perkumpulan 

BP4 No.08 tanggal 22 Maret 2010 oleh Notaris Saifuddin Arief, S.H.,M.H 

(setelah Munas XIV BP4 tahun 2009) serta Pasal 11 (ayat 1) UU No.17 

Tahun 2013 Tentang Ormas .  

 

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi  Oleh  Putri Dalilah NIM 010216002 Jurusan Bimbingan 

Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Univeristas Sumatera 

Utara Medan, Tahun 2020. Dengan judul skripsi “Peran Mediator Dalam 

Mengendalikan Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Binjai”. 
29

 

Adapun perbedaan penulisan dengan peneliti ini adalah pada tidak 

adanya pembahasan tentang tugas dan fungsi mediator, serta pada 

penelitian ini dilakukan pada  Pengadilan Agama Kota Binjai pada tahun 

2020.  Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama 

membahas mengenai peranan mediator  dalam mencegah terjadinya 

perceraian serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses 

pelaksanaan mediasi. 

2. Skripsi Oleh Hilman Fauzi NIM 11140440000057 Jurusan Hukum 

Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018.  Dengan judul skripsi 

“Efektifitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di 

Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implemnetasi PERMA No 1 

tahun 2016)”.  
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perceraian serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses 
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3. Skripsi Oleh Choirunnisya NIM 111104420004 Jurusan Hukum 
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Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama 

membahas mengenai peranan mediator  dalam mencegah terjadinya 

perceraian serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses 

pelaksanaan mediasi. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

A. Metode Penelitian 

Untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan 

dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian lapangan (field research)  yaitu  penelitian yang bertujuan 

melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit sosial yang 

dilakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang 

terorganisir, baik, dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Dalam 

penelitian ini, unit social yang dimaksud ialah  perolehan data dari bp4 

yang ada di Provinsi Riau. 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Badan  

Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Provinsis Riau. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek penelitian adalah individu/populasi, benda, organisme yang 

bisa dijadikan sumber informasi  dan bisa di peroleh keterangan 

darinya untuk penelitian yang sedang dilakukan.
30

 Dan untuk 

penelitian ini penulis memilih subjek untuk di teliti yaitu Kepala 
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Sekretariat BP4 Provinsi Riau, Staf administrasi BP4 Provinsi Riau 

dan Mediator BP4 Provinsi Riau. 

b. Objek penelitian adalah isu, problem, atau  permasalahan yang 

dibahas, dikaji, atau diteliti. Untuk objek penelitian yang penulis teliti 

yaitu untuk mengatasi kasus  perceraian di Provinsi Riau .  

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah  wilayah generalisasi yang terdiri dari objek 

atau subjek  yang mempunyai kualitas dan kharakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
31

 Populasi dalam penelitian ini adalah mediator non 

hakim Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) Provinsi Riau. 

b. Sampel  

Sampel adalah Sebagian dari jumlah anggota dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi untuk diteliti.
32

 Dari jumlah populasi 

penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan 

tujuan penelitian yaitu sebanyak 5 orang. 

5. Sumber Data 

Sebagaimana layaknya penelitian lapangan. dalam penelitian ini 

ada dua jenis data yang digunakan oleh peneliti antara lain: 
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a. Data primer 

Data Primer  yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

narasumber dengan metode interview (wawancara), serta observasi 

mengenai status pengadaan sertifikat layak kawin terhadap pestaratan 

pernikahan peneliti.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari 

literatur kepustakaan seperti buku serta sumber lainnya yang berkaitan 

dengan judul peneltian. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui 

cara dan tahapan sebagai berikut:  

a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematika atas 

fenomena-fenomena yang diteliti, dalam hal ini peneliti memperoleh 

data yang diperlukan dengan cara datang dan  melihat di lapangan 

terhadap peran bp4 untuk mengurangi kasus tingkat perceraian kota 

pekanbaru di tinjau menurut hukum islam. Sehingga diperoleh data-

data yang diperlukan, memperoleh informasi dan keterangan tentang 

masalah yang diselidiki dan memperoleh gambaran lebih jelas yang 

mungkin dapat menjadi petunjuk tentang cara memecahkannya. 

b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

berhadapan secara langsung  untuk memperoleh informasi dari 

narasumber.
33

 Narasumber disini adalah  salah satu keanggotaan BP4 
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c. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam 

bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data 

yang ada dalam masalah penelitian.  

 

B. Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis penelitian bersifat 

deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai dan menggambarkan 

keadaan atau fenomena sosial, yang dalam hal ini adalah pendiskripsian  peran 

mediator non hakim di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestraian 

Perkawinan (BP4) dalam mengatasi kasus tingkat perceraian Provinsi Riau di 

tinjau menurut hukum islam. 

 

  



` 

73 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dalam penelitian mengenai Peran Mediator Non Hakim  Di Badan 

Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4)  Dalam Mengatasi 

Kasus Perceraian Di Wilayah Provinsi Riau Di Tinjau Menurut  Hukum Islam 

, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Peran Mediator Non Hakim di Badan Penasehatan Pembinaan dan 

Pelestraian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi kasus perceraian di 

Provinsi Riau. Mediator Non Hakim di BP4 memiliki peran sebagai 

mediator dan penyedia pelayanan konseling untuk membantu pasangan 

yang mengalami konflik dalam perkawinan untuk mencapai kesepakatan 

secara damai. Meskipun mereka menghadapi beberapa tantangan, 

Mediator Non Hakim di BP4 mampu mengatasi masalah perceraian 

dengan tingkat keberhasilan mediasi yang tinggi hal ini juga di buktikan 

dengan adanya suami istri yang kembali harmonis. 

2. Dalam tinjauan hukum Islam keberadaan mediator non hakim tidak 

bertentangan dengan hukum Islam justru hal tersebut termasuk dalam 

konsep hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surah an-

nisa ayat 35. Dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian 

kasus perceraian  dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang 

mediasi. 
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B. Saran 

1. Para Mediator agar selalu menjaga amanah dan menjalankan mediasi 

dengan sungguh-sungguh sebagaimana cara-cara yang telah dipaparkan 

demi tercapainya tujuan dari mediasi untuk mendamaikan para pihak yang 

akan bercerai, dan dapat memaksimalkan setiap pelaksanaan mediasi 

sesuai tahapan-tahapannya. 

2. Dalam pelaksanaan mediasi, Mahkamah Agung hendaklah memberikan 

mediator fasilitas untuk kelancaraan pelaksanaan, dan diberikan 

penyuluhan atau pelatihan-pelatihan seputar mediasi. 
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